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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran zakat, upah 
minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka 
terhadap tingkat kemiskinan. Menggunakan data panel 23 kabupaten/kota di Aceh selama 
periode tahun 2018-2023, model  regresi  panel  metode  fixed  effect  untuk menganalisis  
hubungan  antara  kelima  variabel  tersebut. Penelitian  menemukan  bahwa penyaluran zakat 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum provinsi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Indeks pembangunan manusia 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 

Kata Kunci: Penyaluran Zakat, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan 
 

Pendahuluan 

Berdasarkan data dari BPS tahun 2023, Indonesia memiliki setidaknya 

10 Provinsi yang masuk dalam daftar tingkat kemiskinan tertinggi karena 

mengalami kemiskinan di atas 10%. Provinsi tersebut terdiri dari Papua, Papua 

Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTT, Sulawesi Tengah serta 

Sumatera Selatan. Kemiskinan menjadi polemik serius di Provinsi Aceh, 

terlebih setelah BPS merilis hasil sensus yang menempatkan Aceh sebagai 

Provinsi termiskin keenam di Indonesia dan pertama di Pulau Sumatera (BPS, 

2023). 

Sebagai daerah dengan penduduk hampir 99% Muslim, maka upaya 

pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pemanfaatan dana zakat. Untuk 

membantu mewujudkan pengentasan kemiskinan, Aceh dapat menggunakan 

keistimewaannya karena memiliki Baitul Maal Aceh (BMA) sebagai lembaga 

pemerintah yang bersifat independen dalam mengelola dan mengembangkan 

zakat serta harta keagamaan lainnya. Pengelolaan zakat di Aceh khusus dan 

berbeda dari Provinsi lain karena zakat menjadi bagian dari pendapatan asli 

daerah (PAD), sementara di Provinsi lain zakat tidak termasuk bagian dari 

PAD (BMA, 2022). 
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Pemerintah Aceh untuk mengatasi tingkat kemiskinan juga terus 

mengupayakan berbagai cara, diantaranya dengan meningkatkan upah, 

meningkatkan indeks pembangunan manusia, serta membuka lapangan usaha 

baru bagi masyarakat Aceh agar dapat mengurangi pengangguran serta 

meningkatkan pendapatan. Namun, meskipun telah melakukan beberapa 

upaya, kemiskinan di Aceh tetap tidak dapat dihilangkan secara permanen 

(BPK, 2021). Hingga Maret 2023, Aceh masih menjadi daerah dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi ke 6 di Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin 

sebesar 806 ribu jiwa (14,45%) (BPS Aceh, 2023). 

Hasil kajian mengenai keterkaitan antara penyaluran zakat dan 

kemiskinan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Namun terdapat perbedaan 

pendapat terkait dampak penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks 

pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka dalam mengurangi 

kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Murniati, et al. (2015) menemukan 

bahwa penyaluran zakat kepada mustahik berpengaruh nyata terhadap 

pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan di daerah Bogor, begitupun 

Fitri, et al. (2021) menemukan bahwa penyaluran zakat berkontribusi secara 

signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Saat zakat didistribusikan secara 

lebih luas, maka tingkat kemiskian mengalami penurunan. Konsisten  dengan  

temuan  Islam,  penelitian  empiris  yang dilakukan Munandar et al. (2020) juga 

menemukan bahwa semakin tepat dan memadai jumlah penyaluran dana 

zakat, infak dan sedekah maka kemiskinan akan menurun. Berbeda dengan 

temuan tersebut, hasil penelitian Martaliah, et al. (2023) menyimpulkan bahwa 

kenaikan penyaluran zakat tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Guna 

memperkuat temuan yang tidak konsisten dalam penelitian sebelumnya, studi 

ini ingin menganalisis lebih lanjut keterkaitan antara kelima variabel yang ada, 

dengan menempatkan kemiskinan sebagai variabel endogen dan penyaluran 

zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, serta tingkat 

pengangguran terbuka sebagai predictor variabel. Dengan menggunakan data 

panel dari 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 6 tahun 

terakhir, maka studi ini bertujuan untuk melihat apakah dengan 
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menggabungkan semua variabel maka studi ini dapat menggambarkan hasil 

yang lebih komprehensif, sehingga dapat menghasilkan jawaban terkait 

determinasi kemiskinan di Provinsi Aceh. 

Landasan Teori 

Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan 

Mustaq Ahmad berpendapat bahwa zakat menjadi sumber utama 

perbendaharaan negara, sekaligus menjadi landasan kehidupan 

perekonomian sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran. Zakat mendorong 

masyarakat untuk berinvestasi dan berbagi sekaligus mencegah penumpukan 

kekayaan. Zakat juga berperan menjadi lembaga distribusi kekayaan yang 

komprehensif, karena mencakup harta setiap muslim. Allah secara tegas 

melarang pengumpulan kekayaan hanya oleh satu orang atau sekelompok 

orang saja, sebagaimana surah Al-Hasyr ayat 7 (Hafidhuddin, 2002). 

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan yang ditunjuk atau amil perorangan 

yang menangani pengumpulan zakat, dan disalurkan kepada yang berhak 

menerima. Dalam Surah at-Taubah ayat 60, yang dimaksud dengan “yang 

berhak menerima” adalah orang atau kelompok yang mengawasi pengelolaan 

harta dan zakat. Amil juga merupakan salah satu penerima yang berhak atas 

zakat (Antonio et al., 2020). 

Zakat menjadi sumber pendanaan penting dalam struktur keuangan 

perekonomian Islam. Dalam pengertian modern, zakat merupakan pajak yang 

dipungut dari umat muslim berada untuk membantu muslim yang lemah 

ekonominya sehingga dapat menjadi makmur dan sejahtera. Dengan demikian 

zakat tidak hanya menjadi instrumen keagamaan, tetapi juga instrumen fiskal 

dalam mencapai tujuan keadilan sosil dan pemerataan distribusi kekayaan, 

sehingga zakat berperan memutar roda perekonomian tanpa henti (Elfadhli, 

2016), serta juga ikut membantu perekonomian bagi para muallaf (Rahman et 

al., 2022). 

Permasalahan terkait distribusi zakat seringkali menjadi pro dan kontra. 

Selama sejarah Islam dan pemerintahan para khalifah telah terjadi sentralisasi 

dan desentralisasi terkait distribusi zakat. Di Indonesia, desentralisasi menjadi 



PJIEFAS | Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies 

Volume4 (1), 2025 

4 
 

pilihan terbaik mengingat bahwa potensi pengumpulan dana zakat yang 

dimiliki sangat besar. Desentralisasi menjadi tindakan yang sesuai karena 

pendistribusian zakat yang dilakukan dengan cara ini menjadi lebih efektif dan 

efisien sebab pengelolaannya dapat diawasi oleh masyarakat melalui 

monitoring kinerja amil (Aisyah et al., 2019). 

Dampak Upah Terhadap Kemiskinan 

Dalam hal upah, Islam menawarkan solusi terbaik untuk melindungi 

kepentingan kedua belah pihak. Penentuan upah dilakukan berdasarkan cara 

yang paling tepat tanpa menindas pihak manapun. Masing-masing pihak 

memperoleh bagian yang sesuai dengan hasil kerja sama yang dilakukan tanpa 

membebani pihak lain. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 279 yang artinya 

“.… kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. Ayat tersebut menegaskan 

pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan perjanjian upah 

yang dilaksanakan, sehingga tidak membiarkan adanya tindakan yang 

merugikan orang lain atau merugikan kepentingan sendiri. Prinsip keadilan 

dan kecukupan (kelayakan) sangat penting dalam penentuan upah dalam 

Islam, keadilan terletak pada kejelasan perjanjian kontrak dan komitmen atas 

dasar kerelaan melakukannya. Pada transaksi kerja, akad adalah suatu kontrak 

yang dibuat antara pekerja dengan pemberi kerja, oleh karena itu sebelum 

mempekerjakan pekerja perlu kejelasan terlebih dahulu terkait bagaimana 

pekerja menerima upah, seberapa besar jumlah dan bagaimana tata cara 

pembayarannya. Perjanjian harus memastikan bahwa pekerja dibayar dengan 

bagian yang sesuai dari hasil kerja yang telah dilakukan. Demikian juga 

pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar lebih dari 

kemampuannya (Annisa'atun, 2011). 

Bagi para pekerja, produktivitas dapat ditingkatkan melalui upah. 

Penentuan upah oleh Gubernur bertujuan agar masyarakat dapat memiliki 

kehidupan yang layak dan meningkatkan konsumsi di kalangan masyarakat, 

sehingga dapat menciptakan dorongan munculnya bentuk-bentuk usaha baru 

yang dapat berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan 

(Islami et al., 2019). Penelitian Moser dan Engbom (2020), terkait dampak upah 
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minimum terhadap kesenjangan pendapatan di Brazil menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara pasar tenaga kerja di negara 

berkembang dan maju. Dalam kasus Brazil, menaikkan upah minimum disaat 

ketimpangan sangat tinggi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

mengurangi ketimpangan pendapatan. Sedangkan untuk negara maju, 

menaikkan upah minimum akan berdampak lebih kecil terhadap ketimpangan 

pendapatan (Paramita, 2021). 

Dampak IPM Terhadap Kemiskinan 

Para ekonom terdahulu seperti Adam Smith dan Veblen, menekankan 

pentingnya modal manusia dalam kegiatan produksi, dan ketika Adam Smith 

menjelaskan persediaan modal tetap suatu negara, dia memasukkan unsur 

“kemampuan penduduk yang diperoleh untuk memberikan nilai manfaat”. 

Bagi Veblen, pengetahuan serta teknologi dianggap sebagai perangkat tidak 

berwujud yang tidak nyata bagi masyarakat. Tanpa semua modal ini, modal 

fisik bahkan tidak dapat dimaksimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, para 

ekonom menjelaskan bahwa kurangnya investasi pada sumber daya manusia 

menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat di negara-negara berkembang. 

Artinya, tanpa pengembangan pendidikan, pengetahuan, keterampilan serta 

kinerja fisik setiap individu maka produktivitas manusia akan menurun (Prase, 

2000). 

Kuncoro (2003) menjelaskan bahwa untuk mengembangkan sumber 

daya alam yang dimiliki masyarakat, harus ada tenaga kerja dengan 

keterampilan yang diperlukan untuk mengarahkan dan melaksanakan 

berbagai macam kegiatan ekonomi. Di negara-negara berkembang, kekayaan 

sumber daya alam belum sepenuhnya dieksploitasi dan dikembangkan karena 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga menyebabkan kurangnya 

tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta 

terbatasnya mobilitas sumber-sumber daya yang ada di negara tersebut, 

termasuk keterbatasan modal (Saragih, 2015). Kemiskinan yang disebabkan 

oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia terjadi karena produktivitas 

rendah akibat sumber daya manusia yang rendah, sehingga pada gilirannya 



PJIEFAS | Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies 

Volume4 (1), 2025 

6 
 

juga berpengaruh pada upah yang rendah. Untuk meningkatkan 

produktivitas, pendidikan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi 

ketinggalan dan keterbelakangan suatu daerah. Pendapatan yang tinggi akan 

meningkatkan konsumsi dan menghidari dari kemiskinan (Kuncoro, 2000). 

Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Dalam sudut pandang Islam, pengangguran merupakan suatu hal yang 

buruk karena Islam selalu memerintahkan setiap individu muslim untuk  

bekerja. Bekerja merupakan salah satu arah utama Islam untuk mencapai 

kesempuranaan pencapaian. Islam menganjurkan setiap individu muslim 

untuk bekerja dan berproduksi, apabila mereka memiliki kemampuan, 

merekalah yang dianjurkan untuk menciptakan lapangan kerja. Karena 

pekerjaan dan ketenagakerjaan merupakan dua hal yang berkaitan erat dan 

tidak dapat dipisahkan. Islam berusaha untuk memastikan umatnya tidak 

menganggur dan menjadi miskin. Karena ditakutkan dengan adanya 

kemiskinan maka seseorang akan berbuat apa saja yang nanti dapat merugikan 

orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga ada hadis 

yang mengatakan “kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran (Sari, 

2020). 

Pengangguran merupakan masalah utama bagi keberlangsungan 

Pembangunan negara. Setiap manusia pada dasarnya diwajibkan untuk 

bekerja, sebagaimana dalam QS. Al-A’raf: 10. Konsep bekerja dalam Islam 

merupakan kewajiban agama yang menyeluruh bagi setiap individu muslim 

yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan pribadi, keluarga, dan 

masyarakat (Walian, 2012). Namun jika keadaan Masyarakat tidak ada 

pekerjaan karena sulitnya mencari pekerjaan atau karena kurangnya lapangan 

kerja. Maka, negara harus menciptakan lapangan kerja bagi mereka untuk 

terus membangun keberlangsungan negara. Adapun untuk mencapai 

kesejahteraan, Islam memberikan sarana, termasuk penyediaan lapangan kerja 

yang merupakan salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan 

mewujudkan kesejahteraan (Sutjipto, 2003). 
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Metode 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

tersebut berbentuk data panel, terdiri dari data time series (runut waktu) selama 

periode tahun 2018-2023 (n = 6) serta cross section (data silang) dari 23 

kabupaten/kota Provinsi Aceh. Data kemiskinan dan upah minimum provinsi, 

indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka bersumber 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Selanjutnya data penyaluran zakat 

bersumber dari Baitul Mal Aceh (BMA). 

Dalam memenuhi kepentingan analisis kuantitatif mengenai 

keterkaitan dari kelima variabel, maka penjelasan pengukuran dari masing-

masing variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat 

pengangguran terbuka dinyatakan dengan satuan persen, adapun penyaluran 

zakat dan upah minimum provinsi dengan satuan rupiah. 

Analisis pengaruh penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks 

pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap 

kemiskinan menggunakan model ekonometrika dengan regresi data panel, hal 

tersebut didasarkan atas sebab estimasi mengenai hubungan fungsional antar 

variabel yang pada dasarnya menggunakan data panel. Sehingga model 

regresi tersebut diformulasikan dengan: 

 

k̂it = α0 + α1PZit + α2UMPit + α3IPMit + α4TPTit + eit 
Dimana: 
α0 : Konstanta 

k̂it : Tingkat kemiskinan di kabupaten/kota i pada tahun t 
PZit : Realisasi penyaluran zakat di kabupaten/kota i pada tahun t 
UMPit : Upah minimum provinsi di kabupaten/kota i pada tahun t 
IPMit : Indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota i pada tahun t 
TPTit : Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota i pada tahun t 
i : Kabupaten/kota (1, 2, …, 23) 
t : Periode Tahun (2018, 2019, …, 2023) 
e : Error Term 

Dalam memperkirakan parameter analisis terdapat tiga pendekatan 

regresi pada data panel, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random 

effect model (Gujarati et al., 2009). Agar memperoleh model terbaik dan akurat 

maka digunakan beberapa pengujian, diantaranya uji chow untuk memilih 
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antara common effect model atau fixed effect model, dan uji hausman untuk 

memilih antara fixed effect model atau random effect model. 

Penentuan signifikansi pengaruh predictor variable (penyaluran zakat, 

upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat 

pengangguran terbuka) secara parsial terhadap tingkat kemiskinan didasarkan 

pada nilai p-value yang dihasilkan oleh proses pengolahan data dengan 

menggunakan software E-Views12, dengan ketentuan jika suatu variabel 

memiliki nilai p-value < 0,05 berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan. 

Sebaliknya, apabila nilai p-value > 0,05 berarti tidak berpengaruh signifikan. 

Selanjutnya pengujian signifikansi pengaruh kedua predictor variable tersebut 

(secara simultan) digunakan statistik uji F, dengan ketentuan jika p-value < 

0,05 berarti kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. Sebaliknya p-value > 0,05 maka secara statistik 

menginformasikan bahwa kedua variabel tidak berpengaruh signifikan. 

 

Results and Discussion 

 Tingkat kemiskinan, penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks 

pembangunan manusia, serta pengangguran terbuka relatif bervariasi di 

Provinsi Aceh. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antar kabupaten dan 

kota, namun juga dalam periode waktu yang berbeda. Pada tahun 2023 tingkat 

kemiskinan tertinggi terjadi pada Aceh singkil (20,15%), disusul Gayo Lues 

(19,53%), dan Pidie (19,38%). Sebaliknya, daerah dengan kemiskinan terendah 

adalah Banda Aceh (7,19%), Langsa (10,65%), dan Lhokseumawe (11,08%). 

Pada tahun yang sama, daerah dengan penyaluran zakat paling tinggi adalah 

Aceh Utara (Rp. 23,6 M), Banda Aceh (Rp. 17,2 M), dan Aceh Barat (Rp. 10 M). 

Sebaliknya daerah dengan penyaluran zakat terendah adalah Pidie (Rp. 193 

Juta), Pidie jaya (Rp. 1,6 M), dan Subulussalam (Rp. 1,7 M).  

Terkait upah, Aceh mengalami kenaikan upah minimum provinsi 

sebesar 7,8% dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari Rp. 3.166.460 menjadi 

Rp. 3.413.666. Adapun indeks pembangunan manusia tahun 2023, daerah 

tertinggi adalah Banda Aceh (88,32%), Lhokseumawe (80,26%), dan Langsa 
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(80,5%). Sebaliknya daerah terendah adalah Subulussalam (69,66%), Simeulue 

(69,98%), dan Aceh Timur (70,73%). Sedangkan pengangguran terbuka 

tertinggi tahun 2023 adalah daerah Lhokseumawe (8,78%), Aceh Besar (8,17%), 

dan Aceh Timur serta Banda Aceh (8,03%). Sebaliknya daerah terendah adalah 

Bener Meriah (2,45%), Gayo Lues (2,65%), dan Aceh Jaya (2,88%). 

Dalam menganalisis model pengaruh penyaluran zakat, upah minimum 

provinsi, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terbuka terhadap 

tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, digunakan regresi panel dengan model 

ekonometrika meliputi tiga pendekatan, yaitu common effect model, fixed effect 

model dan random effect model. Untuk menentukan pilihan antara tiga 

pendekatan digunakan alat estimasi yaitu chow test dan hausman test. Chow test 

digunakan untuk menentukan model common effect atau fixed effect dengan 

melihat nilai cross section. Apabila nilai p-value > 0,05 maka model yang dipilih 

adalah common effect, sebaliknya jika nilai p-value < 0,05 maka model yang 

dipilih adalah fixed effect. Berdasarkan hasil dari chow test diperoleh: 

Tabel 1. Hasil chow test 
 

 
 
 

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh nilai p-value sebesar 0,0000 < 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah model fixed effect. 

Selanjutnya dilakukan hausman test untuk menentukan model fixed effect atau 

random effect dengan melihat nilai apabila p-value > 0,05 maka model yang 

dipilih adalah random effect, sebaliknya jika nilai p-value < 0,05 maka model 

yang dipilih adalah fixed effect. Berdasarkan hasil dari hausman test diperoleh: 

Tabel 2. Hasil hausman test 
 
 
 

Tabel 2, memperoleh nilai p-value sebesar 0.0418 < 0,05, artinya model 

fixed effect lebih baik dari random effect. Sebagaimana hasil chow test sebelumnya 
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yang juga mengindikasikan bahwa model fixed effect juga lebih baik. Untuk 

memperoleh ketepatan estimasi dengan menggunakan regresi panel sebagai 

alat analisis data, maka tidak terlepas dari adanya asumsi klasik. Untuk model 

fixed effect yang terpilih, uji asumsi klasik yang digunakan adalah 

multikolinearitas dan heteroskedastisitas  (Basuki et al., 2015). Berdasarkan 

output Eviews, estimasi pengaruh penyaluran zakat, upah minimum provinsi, 

indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap 

kemiskinan telah memenuhi asumsi normalitas residual. Hal ini sebagaimana 

ditunjukkan gambar 1. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Normalitas Residual 
 

 Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa nilai Jarque-Bera test 

sebesar 1,888 dengan prob sebesar 0,389 > 0,05, dengan demikian dapat 

diartikan bahwa residual estimasi terdistribusi secara normal. Adapun 

koefisien korelasi antara antar variabel sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Koefisien korelasi antar variabel 
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Nilai hubungan korelasi antara penyaluran zakat dan kemiskinan 

menunjukkan angka negatif sebesar -0,234 maka diartikan bahwa tingkat 

keeratan hubungan sangat lemah. Adapun upah minimum provinsi dan 

kemiskinan bernilai negatif -0,196 (sangat lemah), indeks pembangunan 

manusia dan kemiskinan bernilai negatif -0,616 (kuat), tingkat pengangguran 

terbuka dan kemiskinan bernilai negatif -0,336 (lemah). Adapun nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh semuanya < dari 0,85, sehingga dapat disimpulkan 

terbebas dari multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021). Selanjutnya dilakukan 

Uji Heteroskedastisitas pada data panel, untuk melihat apakah model regresi 

dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Adapun hasil Uji Heteroskedastisitas: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Uji heteroskedastisitas residual 
 

Gambar 3 menunjukkan grafik residual tidak melewati batas (500 dan -

500), karena hasil yang diperoleh adalah -1,0 dan +0,8. Artinya, varian residual  

masih berada pada batas 500 dan -500, bahkan cenderung masih sangat jauh. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

atau lolos uji heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021). 
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Gambar 4. Hasil Regresi Panel 

 
Berdasarkan tabel 4, hubungan fungsional antara tingkat kemiskinan 

dengan penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan 

manusia dan tingkat pengangguran terbuka dinyatakan dalam persamaan: 

Kit = 27,544it + 0,0003 PZit - 0,0157 UMPit - 0,1019 IPMit + 0,0183 TPTit 

Penyaluran zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien estimasi sebesar 0,0003 

(p-value = 0,7405 > 0,05). Secara statistik, angka tersebut diinterpretasikan 

bahwa setiap peningkatan penyaluran zakat sebesar 1 milyar maka akan 

berdampak pada peningkatan kemiskinan sebesar 0,0003%. Berdasarkan 

tinjauan pustaka, permasalahan tidak efektifnya penyaluran zakat pada BMA 

adalah karena tidak adanya sistem dan teknologi khusus pada pengelolaan 

seluruh database mustahik dan muzakki secara lengkap dan terkini, sehingga 

penyaluran zakat menjadi kurang tepat sasaran (Damanhur et al., 2022). 

Permasalahan lain adalah penyaluran zakat pada sektor pemberdayaan 

ekonomi hanyalah sebesar 15%, sedangkan dakwah dan syiar Islam 5%, sosial 

42%, pendidikan 29%, dan kesehatan 9%. Adapun masyarakat Aceh sendiri 

lebih sering menyalurkan zakat melalui Tengku Gampoeng (Ustad Pengelola 

Kampung), sehingga dari segi pencatatan, data penyaluran zakat tidak semua 

terdata pada Baitul Mal Aceh. Zakat untuk pemberdayaan ekonomi bertujuan 

untuk memperkuat kemampuan masyarakat miskin serta meningkatkan taraf 

hidup dengan kekuatan yang dimiliki (Furqani et al., 2018). Namun 

penyaluran zakat yang lebih banyak pada sektor konsumtif dan tidak tepat 
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sasaran tidak membantu dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan 

dengan Martaliah et al. (2023), Marbun (2018), dan Hilmiyah (2017), serta 

bertolak belakang dengan Tawakkal et al. (2018), dan Fitri et al. (2021). 

Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Aceh dengan koefisien estimasi sebesar -0,0157 (p-value = 0,0000 

< 0,05). Diiterpretasikan bahwa setiap peningkatan upah sebesar 1 juta maka 

akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0157%. Dalam 

teori efisiensi upah  dinyatakan bahwa produktivitas pekerja meningkat seiring 

dengan tingkat upah. Pekerja yang dibayar dengan upah memadai memiliki 

nutrisi dan lebih sehat sehingga menjadi lebih produktif (Ghofur, 2020). 

Pengupahan dalam konsep ekonomi Islam, menghargai peran pemerintah 

(negara) dalam mengontrol ketidaksempurnaan dalam pengupahan. Adanya 

kebijakan UMP yang ditetapkan oleh Gubernur memberikan dampak 

perbaikan kondisi sosial ekonomi pekerja sehingga membuka peluang 

meningkatnya taraf hidup dan daya beli sehingga membantu penurunan 

kemiskinan (Fajriansyah et al., 2022). Moser dan Engbom (2020) berpendapat 

peningkatan UMP pada negara berkembang memiliki pengaruh besar dalam 

mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan pada negara maju 

berdampak lebih kecil. UMP di kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2018 

hingga 2023 terus mengalami peningkatan meskipun tidak drastis. Adanya 

penyesuaian kenaikan UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan 

Provinsi Aceh agar para pekerja dapat terlindungi dari tekanan inflasi yang 

berisiko menggerus daya beli (BPS, 2023). Peningkatan UMP membantu 

meningkatkan daya beli dan menjaga semangat dan efisiensi para pekerja 

(Putri et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Utami et al. (2018), Ihsan et al. (2018) 

dan Fajriansyah et al. (2022) serta bertolak belakang dengan Angga et al. (2020) 

dan Putri et al. (2021). 

Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Aceh dengan koefisien estimasi -0,1019 (p-value = 

0,0117 < 0,05). Diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan indeks 

pembangunan manusia sebesar 1% maka akan berdampak pada penurunan 



PJIEFAS | Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies 

Volume4 (1), 2025 

14 
 

tingkat kemiskinan sebesar 0,1019%. Menurut Kuncoro (2010) hal yang 

menjadi fokus utama dalam suatu pembangunan adalah meningkatkan 

kualitas manusia. Berkurangnya tingkat kemiskinan karena IPM yang 

meningkat mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas 

kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup layak (Prasetyoningrum et al., 2018). IPM terdiri dari 3 

dimensi kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak yang menentukan 

kualitas manusia (BPS, 2023). Pendidikan memainkan peranan penting dalam  

meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kapasitas, kesehatan 

merupakan syarat 47dalam meningkatkan produktivitas, karena dengan 

kesehatan, pendidikan mudah dicapai, dengan pendapatan tinggi maka akan 

mudah mengeluarkan dana untuk kesehatan dan pendidikan 

(Prasetyoningrum et al., 2018). Berdasarkan data BPS, IPM di Provinsi Aceh 

dari tahun 2018 hingga 2023 terus mengalami peningkatan, sehingga 

kemiskinan di Aceh juga ikut berkurang melalui peningkatan dari dimensi 

pengetahuan, kesehatan serta kehidupan layak. Pemerintah dalam 

menentaskan kemiskinan menerapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga masyarakat dapat 

menjadi bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas (Putri et al., 2021). 

Oleh karenanya banyak orang mengenyam pendidikan dengan harapan dapat 

mengubah jenjang kehidupannya (Syahrullah, 2014). 

Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan di Aceh dengan koefisien estimasi 0,0183 (p-value = 

0,6292 > 0,05). Diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan pengangguran 

terbuka sebesar 1% maka akan berdampak pada peningkatan  kemiskinan 

sebesar 0,0183%. Berdasarkan data BPS, TPT di kabupaten/kota Provinsi Aceh 

mengalami kenaikan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid 19 yang 

membuat pekerja mengalami PHK, adapun pada tahun lainnya  

TPT mengalami penurunan. Pengangguran terbuka terjadi sebab 

pertumbumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat sedangkan tingkat 

pertumbuhan angkatan kerja cepat. Tingginya pengangguran juga dapat 
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mencerminkan tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan 

kerja yang tersedia (Jundi et al., 2014). Hal ini memberikan gambaran bahwa 

selalu terdapat hubungan antara pengangguran dan kemiskinan (Putri et al., 

2021). Pengangguran menjadi tolak ukur dalam perekonomian, sehingga 

mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Hal ini diikuti 

dengan penurunan pendapatan perkapita (Whisnu Adhi, 2011). Penurunan 

pendapatan akan menyebabkan para pengangguran mengurangi pengeluaran 

konsumsinya sehingga mengurangi kesejahteraan (Silalahi et al., 2020). Tingkat 

pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator penyebab tingginya angka 

kemiskinan yang berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan 

masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan akan terbatas (Ferayanti et al., 

2023). Oleh karenanya pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh 

pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Aceh adalah supaya tingkat 

pengangguran menjadi turun dan masyarakat memiliki pengasilan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan Hidupnya Penelitian ini sejalan dengan Ihsan et 

al. (2018) dan Putri et al. (2021), serta bertolak belakang dengan Patryano 

(2016), Hasballah (2021) dan Fajriansyah et al. (2022). 

 

Conclusion  

Pemerintah Aceh dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya 

berorientasi pada penyaluran zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai lembaga 

pengelola zakat, namun juga melalui kebijakan peningkatan upah dan indeks 

pembangunan manusia serta pengurangan tingkat pengangguran melalui 

pembukaan lapangan usaha baru. Penelitian ini menganalisis dampak 

penyaluran zakat, ump, ipm dan tpt terhadap kemiskinan di Aceh. 

Menggunakan data dari 23 kabupaten/kota selama periode 2018-2023, panel 

regresi model fixed effect. Penelitian menemukan bahwa Penyaluran Zakat 

ditemui tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 

Aceh. Hal ini menandakan bahwa penyaluran zakat selama ini belum 

berdampak efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. 

Upah Minimum Provinsi ditemui berdampak signifikan terhadap tingkat 
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kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menandakan bahwa adanya kenaikan 

upah memiliki dampak penting terhadap penurunan tingkat kemiskinan di 

Provinsi Aceh. Indeks Pembangunan Manusia ditemui berdampak signifkan 

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menandakan bahwa 

semakin tinggi IPM maka akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan. 

IPM yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran memiliki peran 

penting terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh. Tingkat 

Pengangguran Terbuka ditemui tidak berdampak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat 

dampak atau keterkaitan secara langsung antara tingkat pengangguran 

terbuka dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. 

Mengacu pada kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan 

untuk pengambil kebijakan atau penelitian selanjutnya: 

1. Fakta bahwa penyaluran zakat tidak berpengaruh signifikan 

mengindikasikan bahwa meskipun penyaluran zakat tidak berdampak 

langsung terhdap kemiskinan, namun BMA diharapkan mampu 

mengontrol dan mengoptimalkan penyaluran zakat secara efektif dan 

efisien melalui peningkatan sistem dan teknologi database mustahik dan 

muzakki secara lengkap dan terkini sehingga zakat yang disalurkan 

menjadi tepat sasaran. Selain itu BMA diharapkan dapat terus 

memaksimalkan kegiatan zakat produktifnya, meskipun saat ini kondisi 

penyaluran zakat yang ada di Provinsi Aceh masih dominan kepada 

konsumtif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat dapat tercipta 

pemerataan pendapatan dan membantu mengurangi jumlah kemiskinan 

di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. 

2. Fakta bahwa UMP berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa 

Pemerintah Aceh  dalam mempertimbangkan besaran UMP diharapkan 

dapat menetapkannya secara bijak sesuai dengan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Provinsi Aceh, sehingga para pekerja dapat terlindungi dari 

tekanan inflasi yang melemahkan daya beli. Dalam menetapkannya 

diharapkan pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi 
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dari para pengusaha, karena besaran UMP juga akan berdampak terhadap 

kesanggupan pengusaha membayar pekerja. Apabila ditetapkan terlalu 

tinggi maka dapat mendorong perusahaan mempekerjakan pekerja 

berketrampilan rendah atau mempekerjakan secara informal, adapun jika 

terlalu rendah maka berdampak pada kesejahteraan pekerja. 

3. Fakta bahwa IPM berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa 

Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia sehingga kuantitas sdm yang berkualitas dapat mengalami 

peningkatan dan selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan. Dari segi 

pendidikan, diharapkan pemerintah dapat terus melanjutkan program 

beasiswa Pemerintah Aceh sebagaimana PERGUB Provinsi Aceh Nomor 

58 Tahun 2017 secara lebih transparan. Dari segi kesehatan, diharapkan 

pemerintah Aceh dapat kembali melanjutkan program Jaminan Kesehatan 

Aceh (JKA), yang telah banyak membantu masyarakat Aceh. Dari segi 

pengurangan ketimpangan dapat dilakukan dengan redistribusi 

pendapatan. 

4. Fakta bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa 

meskipun TPT tidak berdampak secara langsung pada kemiskinan, namun 

Pemerintah Aceh dalam upaya menurunkan kemiskinan diharapkan 

mampu meningkatkan kesempatan kerja di seluruh kabupaten/kota. 

Belanja daerah untuk meningkatkan perekonomian harus berorientasi 

pada sektor yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar, seperti 

pertanian dan perkebunan karena mayoritas masyarakat Aceh bekerja 

pada sektor tersebut. Selain itu pendataan terhadap masyarakat juga harus 

dioptimalkan agar dapat melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap 

seberapa besar angkatan kerja yang dimiliki, sehingga dapat dilakukan 

pengelolaan dan pembinaan kepada  angkatan kerja agar memiliki 

keahlian atau pendidikan yang dibutuhkan, sehingga  dapat bersaing 

untuk saat ini dan dimasa mendatang. 
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